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Abstract
Funerals for COVID-19 bodies that are not in accordance with health protocols

indicate that there are problems in providing legal protection for health workers in
Indonesia which has the potential to not guarantee legal certainty, so it will be difficult
to regulate health workers effectively. The absence of legal certainty in the regulation of
health workers results in legal protection for health workers which is also not guaranteed,
in the end the implementation of health carried out by health workers in Indonesia
becomes ineffective. The approach method used in this study is a normative juridical
approach, with secondary data collection. The type of research design used is a
descriptive design. Retrieval of data in this study is to study the literature. Data analysis
in this study used qualitative analysis techniques, namely to answer the problem of legal
protection for health workers for the burial of COVID-19 bodies that did not comply with
health protocols. The results of this study indicate that the state guarantees the legal
protection of health workers for COVID-19 bodies that are not buried according to the
health protocol, which is contained in Article 27 paragraph (1) of Law no. 36/2009
concerning Health, KMK HK.01.07/MENKES/327/2020 and Kepmenkes
HK.01.07/MENKES/4834/2021.

Keywords: Legal Protection, Health Workers, COVID-19

Abstrak
Pemakamandjenazah COVID-19 yangdtidak sesuai dengandprotokol kesehatan,

menunjukkan adanyadpersoalan dalam memberikandperlindungan hukumdbagi
tenagadkesehatan di Indonesia yangdberpotensi tidak menjamin kepastian hukum, maka
pengaturan tenaga kesehatan akan sulit dilakukan secara efektif. Tidakdadanya kepastian
hukumddalam pengaturan tenagadkesehatan mengakibatkan perlindungan hukum kepada
tenaga kesehatan juga tidak terjamin, padadakhirnya penyelenggaraan kesehatan
yangddilaksanakan olehdtenaga kesehatan di Indonesiadmenjadi tidak efektif. Metode
pendekatan yang digunakan dalamdpenelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,
dengan pengumpulan datadsekunder. Tipe desain penelitian yang digunakan adalah
descriptive design. Pengambilan dataddalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka.
Analisis data dalamdpenelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu untuk
menjawab permasalahandperlindugan hukum tenagadkesehatan terhadapdpemakaman
jenazahdCOVID-19 yang tidak sesuai protokoldkesehatan. Hasil penelitiandini
menunjukkan bahwadnegara menjamin perlindungan hukumdNakes terhadap jenazah
COVID-19 yangddimakamkan tidak sesuaidprotokoldkesehatan, yang tertuangddalam
Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentangdKesehatan, KMK
HK.01.07/MENKES/327/2020 dan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4834/2021.
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I. PENDAHULUAN

PandemidCOVID-19 memberiddampak yangdsangatdmengerikan bagi dunia,

termasukdIndonesia. Badan KesehatandDunia ataudWorld Health Organization

(WHO)dmencatat kematiandakibatdpandemi COVID-19 perd23 Oktober 2020

sebanyakd1.128. 325 jiwa, denganddi Indonesiadterjadi kematian sebanyak 12.959djiwa.

Hal ini merupakandberita duka yang mendalam untuk kita semua, terlebihdbagi keluarga

yangdditinggalkan. COVID-19 adalahdpenyakit menular yangddisebabkan oleh Severe

Acute RespiratorydSyndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakitdini cukup

unikdkarena masuk lewatdsaluran napas dan menyerangdsaluran pernapasan, sertaddapat

mengakibatkan manifestasidklinis yangdberbagai macam bentuknya. Virus inidmasih

tergolong baru, yaknidbaru ditemukandpada akhir Desember 2019 dandpara ilmuwan

didseluruh dunia masih berlomba-lomba untuk mencari cara untuk menghadapidvirus

tersebutdbaik dengan mencaridvaksin atau obat–obatan untuk mengatasidvirus ini1.

Berbicara tentangdpenularan virus COVID-19 padadjenazah, sampai saat

inidmenurut WHO belum adaddata tentang penularan daridjenazah COVID-19 ke orang

hidup. Namun, adadnegara yang pernahdmelaporkan adanyadtenaga kesehatan di

bagiandpemulasaraan jenazah menderitadCOVID-19 akibat tertular dari jenazah dan

sampai saat ini masihdditeliti kebenarannya. Virus secara umum sangatdberbeda dengan

bakteri, karena virusdbersifat self-limiting disease yang berarti dapatdsembuh sendiri.

Namun, perluddiingat, hal inidterjadi jikadorang tersebut dalamdkeadaan sehat, dan

mempunyaiddaya tahan tubuhdyangdbaik2.

Petugas kesehatan mungkin berisiko terpapar penyakit menular saat menangani

atau membuang jenazah, dan undang-undang serta peraturan berlaku untuk melindungi

kesehatan dan keselamatan mereka. Di Amerika Serikat, misalnya, Occupational Safety

and Health Administration (OSHA) telah mengeluarkan pedoman penanganan dan

pembuangan jenazah selama pandemi COVID-19. Pedoman ini mencakup rekomendasi

penggunaan alat pelindung diri (APD) dan penanganan serta pembuangan limbah

1 Anies. 2020. COVID-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca. Yogyakarta: Arruzz
Media

2 ArisdPrio Agus Santoso, dkk.d2021. Perlindungan HukumdTenaga Kesehatanddalam Gugus
TugasdPercepatan Penanganan COVID-19 Ditinjau dari SudutdPandang Hukum Administrasi Negara.
JurnaldIlmu Sosialddan Pendidikand(JISIP), Vol. 5, No. 2
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infeksius yang tepat. Selain undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja, pekerja

kesehatan juga dapat memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang yang terkait

dengan perlindungan pelapor jika mereka melaporkan pelanggaran protokol ini. Ini

karena, jika petugas kesehatan melaporkan pelanggaran, mereka mungkin menghadapi

risiko bagi mereka. Penting untuk dicatat bahwa undang-undang dan peraturan dapat

bervariasi tergantung pada yurisdiksi.

Tenagadkesehatan adalah gardadterdepan yang setiapdhari merawat

pasiendCOVID-19 dengan resikodsangat tinggi terhadap penularan virus tersebut.

Perlindungandhukum bagi paradtenaga kesehatan seringdterabaikan, seolah mayarakat

apatis dan beropini bahwa itu sudah sebagai tugas dan tanggungjawab sebagaidtenaga

medis. Pasald1 huruf adUndang-Undang Nomor 4dTahund1984 Tentang Wabah

Penyakit Menular mengatur bahwa Wabah penyakit menular yang selanjutnya

disebutdwabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalamdmasyarakat

yang jumlahdpenderitanya meningkat secaradnyata melebihi daridpada keadaan

yangdlazim pada waktuddan daerah tertentudserta dapat menimbulkandmalapetaka3.

PenularandCOVID-19 ini sudahdberkategori wabah mengingat penularandsangat

cepatddan dengan jumlahdpenderita semakin meningkatdpada waktu danddaerah

tertentu. Upayadpenanggulangan terhadap wabah menularddilakukan dengan

mengikutsertakandmasyarakat secaradaktif sudahddiatur dalam Pasal 5 UUdWabah

Penyakit Menular diantaranya dengan a). Penyelidikan epidemiologis, b). Pemeriksaan,

pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasukdtindakan karantina, c).

Pencegahan dandpengebalan, d). Pemusnahandpenyebab penyakit, e).

Penanganandjenazah akibat wabah, f). Penyuluhandkepada masyarakat, dan g).

Upayadpenanggulangan lainnya.

Selaku komponen utama pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan,

peran, dandtanggungjawab tenagadkesehatan sangatlahdpenting dalamdkegiatan

pembangunan kesehatan. Pelaksanaanddan pendayagunaan terhadapdkeberadaan, peran,

dandtanggungjawab tenagadkesehatan tersebut berjalan dengandbaik, seimbang, teratur,

terjagadmutunya, dan terlindungidbaik bagi tenagadkesehatan itu sendiri maupundbagi

masyarakat yangdmenerima pelayanandkesehatan tersebut tentu perludpengaturan yang

3 TheresiadLouize Pesulima, dandYosia Hetharie. 2020. Perlindungan HukumdTerhadap
Keselamatan KerjadBagi Tenaga KesehatandAkibat Pandemi Covid-19, SASI, Vol. 26, No. 2
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dituangkanddalam bentuk peraturan perundang-undangan. Beberapa fenomena mengenai

pemakamandjenazah COVID-19 yangdtidak sesuai dengan protokoldkesehatan,

menunjukkan adanya persoalanddalam memberikan perlindungan hukumdbagi

tenagadkesehatan di Indonesia yang berpotensi tidak menjamin kepastian hukum,

makadpengaturan tenaga kesehatandakan sulit dilakukandsecara efektif. Tidak

adanyadkepastian hukum dalamdpengaturan tenaga kesehatandmengakibatkan

perlindungan hukumdkepada tenaga kesehatan juga tidak terjamin, pada akhirnya

penyelenggaraan kesehatan yangddilaksanakan oleh tenagadkesehatan di

Indonesiadmenjadi tidakdefektif.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yuridisdnormatif, dengandpengumpulan datadsekunder. Metode penelitian hukum

yuridis normatif melibatkan analisis dan penafsiran undang-undang dan prinsip-prinsip

hukum untuk menentukan seperti apa hukum itu seharusnya, bukan seperti sekarang ini.

Jenis penelitian ini seringkali melibatkan penggunaan sumber hukum seperti undang-

undang, kasus hukum, dan sumber sekunder seperti risalah hukum dan artikel ilmiah. Ini

mungkin juga melibatkan penggunaan prinsip filosofis dan etis untuk menginformasikan

analisis. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam penelitian hukum yuridis

normatif antara lain penalaran hukum, analisis hukum kritis, dan analisis hukum

komparatif. Tipe desaindpenelitian yangddigunakan adalahddescriptive design.

Pengambilanddata dalamdpenelitian inidadalah dengan studi pustaka4. Analisis data

dalam penelitian ini menggunakan teknikdanalisis kualitatif yaituduntuk menjawab

permasalahan perlindugandhukum tenagadkesehatan terhadapdpemakaman

jenazahdCOVID-19 yangdtidak sesuai protokoldkesehatan.

4 Amirudin & ZainaldAsikin. 2013. PengantardMetode Penelitian Hukum. Jakarta:dRajawali
Pers.
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III. PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi

pengayomandterhadap Hak AsasidManusia (HAM) yangddirugikan orang lain dan

perlindungan ituddiberikan kepada masyarakat agar dapatdmenikmati semua hak-

hakdyang diberikan olehdhukum5. Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan

hukum adalahdjaminan hak dandkewajiban manusia dalamdrangka memenuhi

kepentingan sendiridmaupun di dalamdhubungan manusia6. MenurutdHadjon,

perlindungandhukum adalah penyempitandarti daridperlindungan, dalam hal ini

hanyadperlindungan oleh hukumdsaja7. Perlindungan yang diberikandoleh hukum,

terkaitdpula dengan adanyadhak dan kewajiban, dalamdhal ini yang dimiliki oleh

manusiadsebagai subyek hukumddalam interaksinyaddengan sesama manusia

sertadlingkungannya. Sebagai subyekdhukum manusia memilikidhak dan

kewajibanduntuk melakukan suatudtindakandhukum.

Konsepdperlindungan hukum bagidrakyat bersumber pada konsep-konsep

pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Penerapan konsepsidsebagai kerangka

berpikirddengan Pancasila sebagaidideologi dan dasardfalsafah, sehinggadprinsip

perlindungan hukumdbagi rakyat Indonesia adalahdprinsip pengakuanddan perlindungan

terhadapdharkat dandmartabat manusiadyang bersumber pada Pancasila dan prinsip

Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Konsepdperlindungan hukum merupakan

suatu upaya yang universal daridnegara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum

terdiridatas dua bentuk, yaitudperlindungan hukum preventifddan perlindungandhukum

represifdyakni: Perlindungan HukumdPreventif yang padaddasarnya preventif diartikan

sebagai pencegahan. Perlindungandhukum preventif sangatdbesar artinyadbagi tindak

pemerintahdyang didasarkandpada kebebasan bertindak karena dengan adanya

perlindungandhukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati

dalamdmengambil keputusan. Bentukdperlindungan hukum preventifdterdapat dalam

peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk

memberikandbatasan-batasan dalamdmelakukan kewajiban. Perlindungan Hukum

5 SatjiptodRahardjo. 2000. IlmudHukum. Bandung: PT. CitradAditya Bakti
6 AbintorodPrakoso. 2017. PengantardIlmu Hukum. Surabaya: LaksBang
7 PhilipusdM. Hadjon. 2011. PengantardHukum AdministrasidIndonesia. Yogyakarta: Gajah

MadadUniversitydPress
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Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yangdtelah munculdakibat

adanyadpelanggaran. Perlindungandini merupakan perlindungan akhirdyang berupa

pemberian sanksidterhadap pelanggarandyang telahddilakukan.

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Terhadap Jenazah COVID-19 Yang

Dimakamkan Tidak Sesuai Protokol Kesehatan

Perlindungan Hukumdadalah segala upaya pemenuhandhak dan

pemberiandbantuan untuk memberikan rasadaman kepada saksiddan/atau korban,

perlindungandhukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat,

dapatddiwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi,

kompensasi, pelayanandmedis, dan bantuandhukum. Pasal 28D ayat (1) UUDd1945

menyebutkan bahwadsetiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dandkepastian hukum yangdadil serta perlakuan yangdsama dihadapan hukum. Hal ini

serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAMdyang juga menyebutkan

bahwadsetiap orangddiakui sebagaidmanusia pribadi yangdberhak menuntut dan

memperolehdperlakuan sertadperlindungan yang samadsesuai dengan

martabatdkemanusiaannya di depandhukum8.

Perlindungan hukum mengacu pada hak dan perlindungan yang diberikan oleh

undang-undang dan peraturan yang melindungi individu dan kelompok dari bahaya atau

ketidakadilan. Ini dapat mencakup perlindungan dari diskriminasi, pelecehan,

pembalasan, dan bentuk perlakuan buruk lainnya. Dalam konteks tenaga kesehatan dan

COVID-19, perlindungan hukum mengacu pada hak dan perlindungan yang diberikan

oleh peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kesehatan dari bahaya atau

ketidakadilan terkait penanganan dan pembuangan jenazah selama pandemi. Ini mungkin

termasuk perlindungan dari diskriminasi, pelecehan, pembalasan, dan bentuk perlakuan

buruk lainnya, serta perlindungan dari paparan penyakit menular9.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam penanganan pandemi COVID-

19. Mereka termasuk dokter, perawat, dan profesional medis lainnya yang bertanggung

jawab untuk mendiagnosis, merawat, dan merawat individu yang telah terinfeksi virus.

Mereka juga memainkan peran kunci dalam mendidik masyarakat tentang virus dan cara

8 ArisdPrio Agus Santoso, dandErna Chotidjah Suhatmi. 2021. EmploymentdTermination In The
MiddledOf Covid-19 Pandemic: Labor Law PointdOf View, UNIFIKASI: JurnadIlmu Hukum, Vol. 8, No.1

9 Afriant, N., & Rahmiati, C. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat
Terhadap Protokol Kesehatan COVID-19. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 001, 120.
Retrieved from http://journal. stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/1045
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mencegah penyebarannya. Selain itu, petugas kesehatan bertanggung jawab untuk

memberikan vaksin kepada individu untuk melindungi mereka dari penularan virus.

Mereka bekerja di rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya, dan seringkali

harus bekerja dengan jam kerja yang panjang dan menuntut untuk merawat pasien.

Karena risiko paparan COVID-19, banyak petugas kesehatan harus mengambil tindakan

pencegahan keamanan tambahan seperti mengenakan alat pelindung diri (APD) dan

melakukan tes virus secara teratur.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentangdKesehatan menyebutkan bahwa

tenagadkesehatan berhak mendapatkandimbalan dan pelindungan hukum dalam

melaksanakandtugas sesuai dengandprofesinya. Diperkuat dengandPasal 57 huruf adUU

No. 36/2014 tentang TenagadKesehatan yang jugadmenyebutkan bahwadtenaga

kesehatan dalamdmenjalankan praktik berhak memperoleh pelindungandhukum

sepanjangdmelaksanakan tugas sesuaiddengan Standar Profesi, StandardPelayanan

Profesi, dandStandar ProsedurdOperasional.

Peraturanddi atas, memberikandkewenangan kepadadPemerintah untuk

menjalankan perintahdhukum dalamdmemberikan jaminan atasdperlindungan

hukumdkepada tenaga kesehatan. Sehubungan dengan gugus tugas penanganan

percepatandCOVID-19, maka Pemerintahdmemiliki kewajibandmemberikan

pengayoman dan mejamin hak-hakdtenaga kesehatan dalamdmelakukan

pelayanandtermasuk di dalamnya adalah imbalan dan jaminan atas keselamatan

dandkesehatan selama bertugas. Takdhanya itu, pemerintah jugadbertanggung jawab

dalamdmenyediakan fasilitasdpelayanan kesehatan bagidpara tenaga kesehatanduntuk

menjalankan pekerjaannya. Oleh karenanya, PemerintahdPusat dan Pemerintah Daerah

bertanggung jawab atasdketersediaan fasilitas pelayanan kesehatanddalam rangka

mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya10. Haldini diatur dan

tertuangddalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016dtentang Fasilitas

PelayanandKesehatan. Mengingatdwabah penyebaran COVID-19 saatdini bertatus

bencanadsetelah dikeluarkannya SK KepaladBNPB Nomor 13dA Tahun 2020, maka

seluruhdjajaran Pemerintah wajibdmenjalankan seluruh kewajibannyadsebagaimana

10 ArisdPrio Agus Santoso, dkk. 2021. PerlindungandHukum Tenaga Kesehatanddalam
GugusdTugas Percepatan Penanganan COVID-19 Ditinjau daridSudut PandangdHukum Administrasi
Negara. JurnaldIlmu Sosialddan Pendidikand(JISIP), Vol. 5, No. 2
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diaturddalam perundang-undangandyang berlaku. Kewajibandyang seharusnya

dipenuhidoleh Pemerintah ini, termasuk:

1. Mendukungdketersediaan peralatan kesehatanddi lapangan;

2. Menjamindterpenuhinya hak-hakdmasyarakat dan paradtenaga medis;

3. Transparansidinformasi informasi kepadadpublik;

4. Pengambilandkebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia

danddemokrasi.

Penetapan COVID-19 akibatdkerja sebagai penyakitdakibat kerjadyang spesifik

pada pekerjan tertentu ditetapkan oleh KMK HK.01.07/MENKES/327/2020.

Perlindungan dokter sebagai pekerja medis dalam ProgramdJKK pada KasusdPAK

karenadCOVID-19 melalui SEdMenaker No. M/8/HK.04/V/2020. Normadperlindungan

kepada tenagadkesehatan seyogyanya meliputi perlindungan normadkerja,

perlindungandnorma Kesehatanddan Keselamatan Kerjad(K3) dandperlindungan

normadjaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan normadkerja bagidtenaga kesehatan

meliputidupah, waktu kerja, waktudistirahat sertadcuti. Perlindungandnorma K3 dalam

rangkadpenanganan COVID-19 meliputi pencegahanddan pengendaliandterhadap

kecelakaandkerja maupun COVID-19 akibat kerja. Perlindungan norma jaminan sosial

tenaga kerja kepadadtenaga kesehatanddengan memastikandkepesertaan padadjaminan

kesehatan nasional (JKN) diselenggarakan melaluidprogram JKN-BPJS Kesehatandserta

Jaminan KecelakaandKerja maupun Jaminan Kematiandyang diselenggarakandmelalui

program BPJSdKetenagakerjaan. Setiap nakes/ dokter yang dirawatdkarena COVID-

19dmaka pembiayaan yangdberkaitan dengan perawatanddan pengobatan infeksi

COVID-19 ditanggung oleh pemerintah sesuai KMKdNomor

HK.01.07/MENKES/446/2020 tentangdPetunjuk TeknisdKlaim PenggantiandBiaya

Pelayanan PasiendPenyakit Infeksi Emerging TertentudBagi RumahdSakit Yang

MenyelengarakandPelayanandCOVID-19.

Tidakdterlindunginya tenagadkesehatan, dalam haldini profesiddokter.

Manakaladdokter tidak mendapatkandhaknya ataudadanya pelanggarandyang dilakukan

oleh pasien yang tidak melaksanakandkewajibannya. Pelanggaran terhadapdhak dokter

terkaitddengan pelayanandpasien COVID-19 yangdsering terjadi adalah pasien tidak

memberikan informasi secara jujur terhadap kondisinya sebagai ODPdatau PDP sehingga

semakin rawan penularan virus COVID-19 yang tentunyadmemberikan dampak
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efekddomino baik pada dokter, paramedis, pasien lain dan bahkandkeluarganya.

Pelanggarandini jelas bertentanganddengan ketentuandPasal 50 huruf cdUndang-Undang

Nomor 29dTahun 2004 Tentang Praktekdkedokteran bahwa dokter berhakdmemperoleh

informasi yangdlengkap dan jujurddari pasiendatau keluarganya11.

Hak dan kewajibanddokter secara lengkap tertuangddalam Pasal 50 Undang-

undang Praktek Kedokteran. Dokter mempunyai hak dalam melaksanakan

praktekdkedokterannya. Di samping pelanggarandterhadap hak informasi yangdjujur,

perlindungan yangdharus diberikan kepadadtenaga kesehatan baikddokter atau perawat

adalah tersedianyadAlat Pelindungan Diri (APD). APD merupakandhak dokter yang

harusddipenuhi demi keselamatannya dan agarddapat bekerja sesuaiddengan standar

profesinya, sebagaimana yang diamanahkan diddalam Pasal 50 huruf (b)dUndang-

Undang PraktekdKedokteran yang menyatakandbahwa, dokter dalamdmelaksanakan

praktekdkedokteran mempunyai hakduntuk memberikan pelayanan medis menurut

standar profesi dan standardprosedur operasional. Standar pelayanan medis untuk

perawatan pasien dalamdkategori penyakit wabahdmenular wajibddilengkapi dengan

APDdsesuai dengandstandardsmedis12.

Perlindungandterhadap tenagadkesehatan juga telah diatur di dalam Pasal 8 dand9

Undang-Undang Nomori4 Tahun 1984iTentang WabahiPenyakit Menular. Pasald8 ayat

(1)dUndang-undang tersebutdmenyatakan bahwa Kepadadmereka yang

mengalamidkerugian hartadbenda yang diakibatkandoleh upaya penanggulangan

wabahdsebagaimana dimaksudddalam Pasal 5ddapat diberikan gantidrugi. Demikian

jugaddi dalam Pasal 9dayat (1) juga telahidiatur secaraitegas bahwadkepada para petugas

tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimanaddimaksud

dalam Pasali5 dapatidiberikan penghargaan atas risikodyang ditanggung

dalamdmelaksanakan tugasnya. Pasal 9 UUdWabah Penyakit Menular inidsungguh

telahdadil dan sepadan dengandrisiko yang dihadapi olehdpara tenagadkesehatan13.

11 Adiyanta, F.C.dSusila. 2020. Urgensi KebijakandJaminan KesehatandSemesta (Universal
HealthdCoverage) bagidPenyelenggaraan PelayanandKesehatan Masyarakat didMasa Pandemi Covid-
19. Administrative Lawd& GovernancedJournal. Vol.3. Issue 2d(June 2020).

12 DyahdTrihandini. 2020. KonsepdPerlindungan HukumdBagi Tenaga MedisdDalam
PenanganandCOVID-19. JurnaldHukum dandPembangunan Ekonomi, Volumed8, Nomor 2

13 Sudiyo dan Lathifah Hanim. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah
Sakit Islam Gigi Dan Mulut Sultan Agung Semarang Pada Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Sultan
Agung. ISSN: 2963-2730
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Perlindungandhukum terhadap tenagadkesehatan juga dapatddiberikan

melaluidtuntutan tindak pidana kepadadmasyarakat yang masih tidak tertib untuk

melaksanakandprotokol penanggulangan wabah penyakit menulardyang berdampak

padadtertularnya tenaga kesehatandatau bahkandmengakibatkan meninggal

dunianyadtenaga kesehatan maupundorang lain yangdikut terpapar. Tidak

tertibnyadmelaksanakan standar protokoldkesehatan penanggulangan COVID-19ddapat

dikatakan memenuhidunsur dengandsengaja menghalangi pelaksanaan

penanggulangandwabah penyakit menulardCOVID-19. Hal ini tertuangddalam Pasal 14

Undang-UndangdWabah PenyakitdMenular.

Demikian puladmanakala pihak-pihak tertentu dengandsengaja ataupun

alpadtidak secaradbaik mengeloladbahan-bahan yang digunakanduntuk

penanggulangandwabah penyakitdmenular COVID-19 seperti pengelolaan bahan-bahan

yang mengandung penyebab penyakit yang dinyatakan dapat menimbulkan wabah,

misalnyadpengiriman/pengangkutan bahan yangdmengandung bibit penyakit

harusddilakukan dengan memperhatikan persyaratanddan pengawasan yangdketat,

sehingga bahan-bahandtersebut tidak dapatdmenimbulkan wabah maka dapatddijerat

Pasal 15 Undang-Undang WabahdPenyakitdMenular.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

perlindungandhukum tenaga kesehatanddi masa pandemi COVID-19 terdiri dari upaya

perlindungandpreventif dan upayadperlindugan represif. Dalamdupaya

perlindungandpreventif, di tahun 2020 sampai tahund2021 ini tenaga kesehatan

telahdmendapatkan jaminan keselamatan kerja berupadperolehan APD lengkap dan

jugadpemberian Vaksinasi meskipun sebelumnyaddi tahun 2019 mereka

kesulitandmendapatkan bantuan berupadAPD sehingga banyak yangdterpapar COVID-

19. ProgramdVaksinasi ini merupakan bentuk perlindungan represif yang diberikan oleh

Pemerintah dalam menjamin keselamatan setiap warga negaranya.

Upayadperlindungan represif, Pemerintah telahdmemberikan insentif dan

santunan kematiandkepada tenaga kesehatandyang termuat dalam Kepmenkes No. HK.

01.07/MENKES/278/2020 tentang PemberiandInsentif dandSantunan Kematian

bagidTenaga Kesehatan yang MenanganidCOVID-19, dan Kepmenkes No. HK.

01.07/MENKES/215/2020 tentangdPemanfaatan Dana AlokasidKhusus Bidang

Kesehatan untuk Pencegahanddan Penanganan COVID-19 Tahun Anggarand2020.
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Meskipun dalam kenyataanya pemberian insentif dan santunan inidbanyak

mengalamidkendala, namundtetap diberikan. ArtinyadPemerintah nampakdberupaya

memberikan pengayoman terhadap tenagadKesehatan. Sedangkandbagi tenaga

kesehatandyang mengalamiddiskriminasi, Pemerintah Desadtelah menyediakan ruangan

khusus bagidwarganya yang terpapar COVID-19 sepertidmerubah Sekolah-Sekolah

menjadi ruangdisolasi mandiri dan menempatkan warganyaddi sana. Kemudiandbagi

pelaku kekerasandterhadap tenaga kesehatandyang sedang bertugas menangani

pandemidCOVID-19, organisasidprofesi dan aparatdpenegak hukum juga telahdcampur

tangan dalam memberikandkepastian hukum bagidtenaga kesehatan tersebutdyakni

dengan pemberiandsanksidpidana.

Peningkatan kasus pada kejadian pandemi COVID-19 yang

mengakibatkandkorban meninggal, membutuhkandkesiapan sumber dayadyang

memadai dalam pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19. Dalam

pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19,

dibutuhkandpenyesuaian protokolddengan kapasitas sumberddaya dengan tetap

memenuhi prinsipdetika, norma sosial dandagama, kewaspadaan standar dan transmisi

dalamdrangka pencegahan dan pengendalian infeksi, serta melindungi tenaga kesehatan,

tenaga pemulasaraan dan pemakaman jenazah, keluarga, dan masyarakat secara umum.

Kementerian Kesehatan mengeluarkan putusan sesuai dengan

HK.01.07/MENKES/4834/2021 yaitu menetapkan Protokol

PenatalaksanaandPemulasaraan dan PemakamandJenazah Corona Virus Disease

2019d(COVID-19) berlaku sejakd12dJuli 2021.

Berikut ini adalah tata cara pemakaman jenazah COVID-19 berdasarkan

Keputusan Kementerian Kesehatan HK.01.07/MENKES/4834/2021:

1. Jenazahdsegera dikubur/dikremasi maksimald24 jam

2. Pet/plastic/kantong jenazahdtidak dibuka saatdpenguburan

3. Pemakamanddihadiri keluarga dengandmenjalankandprokes.

Sedangkan tempat pemakaman jenazah COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Pemakamandumum yang memenuhidsyarat

2. Jikadterjadi lonjakan jenazahdCOVID-19, sebelum dibawa kedpemakaman,

jenazah dapat ditempatkan di tempat transit jenazah (bangunan

kosong/tendaddarurat didpemakaman)
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3. Pemakamandbeberapa jenazah dalamdsatu liangdkubur dibolehkandpada

kondisiddarurat.

Makaddari itu, dalam pemakaman jenazah COVID-19 harus sesuai protokol

kesehatan, agardnakes maupundmasyarakat mampu terlindungi. Karena konsep

perlindungandhukum adalah suatudentitas berbagai upaya hukumddalam melindungi

hakdasasi manusia sertadhak dan kewajiban yang timbuldkarena hubungan hukumdantar

sesama manusia sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, konsepdperlindungan hukum

sebagaidsuatu gambaran dari fungsidhukum, yaitu konsepddimana hukum

dapatdmemberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dandkedamaian.

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber padadkonsep-konsep pengakuan,

perlindungandterhadap hak-hak. Penerapandkonsepsi sebagai kerangkadberpikir dengan

Pancasila sebagai ideologi danddasar falsafah, sehinggadprinsip perlindungan hukum

bagidrakyat Indonesia adalahdprinsip pengakuan dan perlindungandterhadap harkat dan

martabat manusiadyang bersumber pada Pancasiladdan prinsip Negaradhukum yang

berdasarkandPancasila.

Pemakaman jenazah COVID-19 harus sesuai dengan protokol kesehatan untuk

mencegah penyebaran virus. Ini biasanya termasuk mengenakan alat pelindung diri

(APD), seperti sarung tangan, masker, dan jubah, dan mengikuti prosedur dekontaminasi

yang tepat. Jika jenazah tidak mematuhi protokol tersebut, maka jenazah tidak boleh

dikuburkan sampai dapat ditangani dengan baik untuk meminimalkan risiko penularan.

Selain itu, penting untuk mengikuti pedoman lokal atau nasional terkait dengan

penanganan dan pembuangan jenazah COVID-19.

Penting untuk mengikuti protokol kesehatan penanganan dan pembuangan

jenazah selama pandemi untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika petugas kesehatan

diminta untuk menangani atau membuang jenazah dengan cara yang tidak sesuai dengan

protokol kesehatan yang telah ditetapkan, mereka dapat memperoleh perlindungan

hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan dan

keselamatan kerja. Mereka mungkin juga memiliki perlindungan berdasarkan undang-

undang yang terkait dengan perlindungan pelapor jika mereka melaporkan pelanggaran
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terhadap protokol ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa undang-undang dan peraturan

dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi14.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungandhukum tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 terdiri dari

upaya perlindungandpreventif dan upaya perlindugan represif. Perlindungan preventif

yangddiberikan oleh Pemerintah dilaksanakandmelalui program vaksinasi. Perlindungan

represif, diberikan Pemerintah dengan penjatuhan sanksi bagi pelakudkekerasan dan

diskriminasi kepadadtenaga kesehatan yang sedang bertugas, selain itu Pemerintah juga

telahdmemberikan insentif dan santunan kematian meskipundhal ini banyakdmengalami

kendala. Nakes dilindungidoleh Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan,

KMK HK.01.07/MENKES/327/2020 dan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4834/2021

yang di dalamnya menyangkutdprotokol Kesehatan bagidpemakaman jenazah COVID-

19.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah perlu mempertegas sistem kebijakan publik terkait penanganan

Pandemi COVID-19 dan diperlukan transparansi dana alokasi yag diberikan

kepada tenaga kesehatan.

2. Alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, masker, jubah, dan pelindung

mata harus dipakai setiap saat saat kontak dengan pasien yang dikonfirmasi atau

dicurigai COVID-19.

3. Pengujian rutin dan pemantauan petugas kesehatan untuk gejala dan infeksi

COVID-19.

4. Menerapkan langkah-langkah pengendalian infeksi yang tepat, seperti kebersihan

tangan, etika pernapasan, dan pembersihan lingkungan.

5. Memberikan dukungan kesehatan mental bagi petugas kesehatan, karena pandemi

yang sedang berlangsung dapat menyebabkan peningkatan stres dan kelelahan.

14 Farokhah, L., Ubaidillah, Y., & Yulianti, R. A. 2020. Penyuluhan Disiplin Protokol Kesehatan
Covid-19 Di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
LPPM UMJ, 1–8.
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6. Mendorong dan memfasilitasi vaksinasi tenaga kesehatan untuk melindungi

mereka dari COVID-19.

7. Staf yang memadai untuk memastikan bahwa petugas kesehatan tidak terlalu

banyak bekerja dan kelelahan, yang dapat meningkatkan risiko infeksi.

8. Memberikan pelatihan dan pendidikan tentang COVID-19 dan penggunaan APD

yang tepat untuk memastikan bahwa petugas kesehatan siap merawat pasien

dengan aman.

9. Menerapkan kebijakan untuk memungkinkan pengaturan kerja yang fleksibel,

seperti teleworking, untuk mengurangi jumlah tenaga kesehatan yang hadir secara

fisik di tempat kerja.

10. Komunikasi rutin dengan petugas kesehatan untuk mengatasi masalah apa pun

dan untuk memberikan informasi terbaru tentang situasi pandemi.
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